
 
 

DESA KEBONAGUNG  

KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL 

 

PERATURAN KEPALA DESA KEBONAGUNG  

NOMOR 3 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN PERKADES NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA KEBONAGUNG 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

KEPALA DESA KEBONAGUNG 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak 
sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena 
adanya perubahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 

Anggaran 2022. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 

2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 



Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

5. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'Iahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2091); 
10. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 

tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2037); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang 

Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1444); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 



17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Bersekala Desa; 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa 'tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1035); 
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan. Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569); 

21. Peraturan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

22. Peraturan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, 

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan 
Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1424); 

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 
Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 

Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 152); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 



2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 

2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022, tanggal 30 Desember 
2021;(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2021 Nomor 14); 
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 
41); 

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana 
telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 

3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 
Nomor 3 Seri E No. 3); 

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 
Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan 

Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri 
E No. 49); 

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 
38); 

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 

Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak 
asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa 

(Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 
50); 

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan 
Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah 
dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, 
Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala 



Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30); 

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84); 

35. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel 

Kabupaten Kendal;  
36. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Taruna Agung;  

37. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Aset Desa; 
38. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Di Desa Kebonagung 
Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal); 

39. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 06 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten 

Kendal Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa 
Kebonagung Tahun 2020 Nomor 12); 

40. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 03 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa 
Kebonagung Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa 

Kebonagung Tahun 2021 Nomor 03 ); 
41. Peraturan Desa Kebonagung  Nomor 07 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Desa Kebonagung Nomor 07 
Tahun 2021). 

   

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA TAHUN 2022 

   

Pasal 1 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 

2.011.741.672,- bertambah sejumlah Rp. 415.811.000,- 

sehingga menjadi Rp. 2.443.160.635,- dengan rincian 

sebagai berikut: 

 



1. Pendapatan Desa 

 

a.  Pendapatan Asli Desa 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

383.690.000,00 

0,00 

Rp 383.690.000,00 

 

b.  Pendapatan Transfer 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

 

Rp 

Rp 

1.628.051.672,00 

512.811.000,00 

Rp 2.138.862.672,00 

 

c.  Lain-lain Pendapatan yang sah 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

0,00 

3.000.000,00 

Rp 3.000.000,00 

 

Jumlah Pendapatan 

Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

 

Rp 

Rp 

2.011.741.672,00 

515.811.000,00 

Rp 2.527.552.672,00 

2 Belanja Desa 

 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

788.422.672,00 

15.811.000,00 

Rp 804.233.672,00 

 b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

425.951.200,00 

515.607.963,00 

Rp 941.559.163,00 

 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

18.490.000,00 

0,00 

Rp 18.490.000,00 

 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

56.400.000,00 

0,00 

Rp 56.400.000,00 

 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan 

Mendesak Desa 

 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

 

Rp 

Rp 

557.477.800,00 

0,00 

Rp 557.477.800,00 



 Jumlah Belanja 

 

Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

1.846.741.672,00 

531.418.963,00 

Rp 2.378.160.635,00 

 Surplus/(Defisit) 

 

Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

 

Rp 

Rp 

165.000.000,00 

(15.607.963,00) 

Rp 149.392.037,00 

3. Pembiayaan Desa 

 a. Penerimaan 

 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

0,00 

15.607.963,00 

Rp 15.607.963,00 

 b. Pengeluaran 

 

 Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

165.000.000,00 

0,00 

Rp 165.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan 

 

Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

165.000.000,00 

15.607.963,00 

Rp 180.607.963,00 

 Pembiayaan NETTO 

 

Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

(165.000.000,00) 

15.607.963,00 

Rp (149.392.037,00) 

 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran 

 

Semula 

Bertambah/(Berkurang) 

Menjadi 

Rp 

Rp 

0,00 

0,00 

Rp 0,00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Kepala Desa ini 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 



Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan 

Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan 

penempatannya dalam Berita Desa Kebonagung. 

 

Ditetapkan di : Kebonagung 

Pada tanggal   : 11 April 2022       

 

Kepala Desa Kebonagung 

 

 

 

W I D O D O 

 

 

Diundangkan di :  Kebonagung 

Pada tanggal      :  11 April 2022 

Sekretaris Desa 

 

 

MOCH RIFQI ROSADI 

BERITA DESA  KEBONAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 3 


